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ABSTRAK 

MUHAMMAD ASHARI RAHIM 

USISKA (2023) 

Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran 

Kode Etik Profesi Kepolisian Di Polresta 

Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Polisi 

Nomor 7 Tahun 2022 

Penerapan sanksi dalam penegakan hukum kode etik profesi kepolisian di 

Polresta Pekanbaru berdasarkan Peraturan Polisi nomor 7 Tahun 2022 belum 

berjalan efektif dalam beberapa kasus yakni penerapan sanksi terhadap kode etik 

profesi dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oknum polisi wanita yang dalam 

penanganannya tidak jadi dilakukan pemeriksaan karena telah ada upaya 

perdamaian, namun upaya perdamaian tersebut atas dasar paksaan atau ancaman 

yang dilakukannya terhadap korban. Hal tersebut tentu bertentangan oleh kode etik 

profesi, yang mana seharusnya pemeriksaan terhadap oknum Polwan tersebut harus 

dilanjutkan ke tahap Komisi Kode Etik Kepolisian hingga penjatuhan sanksi. 

Jenis Penelitian dalam penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis atau 

penelitian empiris. Sifat Penelitian yakni deskriptif, metode Pendekatan Penelitian 

yakni  Pendekatan Kasus (case Approach).  Teknik pengambilan sampling di dalam 

penelitian ini teknik purposive sampling, analisis yang digunakan analisis kualitatif 

serta menggunakan metode penarikan kesimpulan induktif. 

Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penerapan sanksi terhadap 

pelanggaran kode etik kepolisian di Polresta Pekanbaru dalam beberapa kasus tidak 

dapat di terapkan karena beberapa hal yakni adanya budaya untuk melindungi rekan 

sejawat dan institusi sehingga peraturan polisi terakit kode etik tidak berjalan 

sebagaimana mestinya, di ketahui bahwa dari 6 kasus pelanggaran terhadap kode 

etik profesi kepolisian di Polresta Pekanbaru di ketahui bahwa pelanggaran yang 

dilakukan ialah pelanggaran terhadap etika individu, etika masyarakat, etika 

kelembagaan yang mana dalam penerapan sanksinya dilakukan dengan sanksi etika, 

dan sanksi administrative diantaranya ialah Pemberhentian tidak dengan Hormat 

(PTDH) dari institusi kepolisian. Sementara itu kendala yang dihadapi dalam 

penerapan sanksi dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya  dari struktur hukum 

terkait sarana prasarana, dari budaya hukum terkait SDM yakni pengawasan 

terhadap penerapan sanksi hanya dilakukan oleh internal kepolisian saja, dan dari 

sisi substansi hukum terkait peraturan yang tidak mengakomodir peran pengawasan 

eksternal kepolisian. 

Kata Kunci: Kode Etik, Kepolisian, Penerapan Sanksi  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Masalah moralitas penegakan hukum dari waktu ke waktu masih saja 

menimbulkan permasalahan dari sisi menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparat 

penegak hukum. hal tersebut mencerminkan watak sesungguhnya dari penegak 

hukum dalam hal ini kepolisian. Pada satu sisi penegak hukum di tuntut untuk 

menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada 

pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tetapi di 

sisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan dan ini 

menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia 

terpuruk di tengah-tengah arus perubahan zaman. 

Polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peran 

penting. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak 

sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian yang telah di tetapkan. 

Atau dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik 

profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang 

tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum. 

Salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan adalah polisi, 

karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, yang 

menerjemahkan dan menafsirkan Law In Book menjadi Law In Action. Meskipun 

polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal 

1 
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penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi memiliki 

kewenangan yang di sebut diskresi.
1
 

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya 

harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, namun mereka dibekali 

pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian 

adalah “norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan 

pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan 

keamanan masyarakat”. Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas 

menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran kejahatan peradilan. 

Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi/ lembaga kepolisian karena 

keduanya telah mencerminkan ketidakadilan dalam penerapan hukum. 

Disi lain berdasarkan Pasal 13-14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipahami esensi-esensi 

penting, mengenai peran, fungsi dan tugas pokok Polri, yaitu: 

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan 

dalam negeri. 

b. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta 

terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia. 

                                                 
1
 Diskresi yang dimaksud ialah adanya kewenagan untuk menerapkan prinsip Restorative 

Justice di berikan kepada pihak kepolisian, lihat Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang 

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. 
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Dari uraian di atas menunjukkan, bahwa Kepolisian Negara Republik 

Indonesia memang merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bawah Presiden 

yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok melaksanakan urusan keamanan dalam 

negeri yang meliputi: (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) 

penegakan hukum; (3) perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya 

memberi kontribusi mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Government 

baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum 

dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal 

Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa Trust 

Building (membangun kepercayaan).
2
 Namun belakangan kita ketahui bahwa 

lembaga kepolisian sedang disorot begitu tajam akibat perilaku oknum kepolisian 

yang sungguh di luar etika, moral dan hukum.  

Belakangan memang banyak perhatian terhadap institusi kepolisian 

Indonesia di berbagai wilayah hukumnya. Sebut saja yang baru baru ini terjadi di 

Polresta Pekanbaru ada oknum polisi wanita melakukan penganiayaan dan 

pengeroyokan terhadap kekasih/Pacar adik kandungnya dikarenakan tidak 

menyukainya menjalin hubungan dengan adiknya.
3
 Kemudian kasus lainnya yakni 

                                                 
2
 Komarudin Hidayat & Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 160. 
3
 Bintang, Jalani Sidang Kode Etik , Ini Sanksi Polwan Brigadir IDR. 

https://www.cakaplah.com/berita/baca/90749/2022/10/13/jalani-sidang-kode-etik-ini-sanksi-polwan-

brigadir-idr#sthash.zKb0fqTr.dpbs 
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oknum kepolisian yang menembak teman kencannya di Pekanbaru,
4
 selanjutnya ada 

oknum kepolisian yang merupakan bandar narkoba kelas atas dengan jabatan 

perwira polisi dengan pangkat komisaris polisi (Kompol),
5
 dan banyak lagi kasus-

kasus terkait dengan pelanggaran kode etik kepolisian. Dari kasus-kasus tersebut 

dapat di ketahui bahwa oknum kepolisian tersebut bukan saja melanggar etika tetapi 

juga melanggar hukum. Padahal polisi yang seharusnya menjadi garda terdepan 

dalam penegakan hukum namun faktanya masih banyak polisi yang melanggar 

hukum. 

Hal tersebut menjadi pertanyaan besar bahwa apakah ada yang salah dalam 

penegakan terhadap kode etik kepolisian negara Indonesia, atau memang diperlukan 

instrument-instrument pendukung lainnya dalam menegakkan kode etik profesi 

kepolisian. Sebagaimana yang diketahui bahwa terkait penaganan terhadap 

pelanggaran kode etik kepolisian diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aturan turunannya. Seperti, 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repuplik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana yang telah di ubah dengan 

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indoensia Peraturan Kepolisian Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

Perihal Kode Etik diatur pada Pasal 1 Ayat (1) berbunyi : “Kode Etik Profesi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah 

                                                 
4
 Luqman Nurhaqi Arunanta, Propam Polri Pastikan Oknum Polisi Penembak  Temab 

Kencan di Sanksi Pidana Etik, Lihat https://news.detik.com/berita/d-5492802/propam-polri-pastikan-

oknum-polisi-penembak-teman-kencan-disanksi-pidana-etik 
5
 Romi Rinando, Lihat https://lampung.tribunnews.com/2020/10/24/jadi-pengedar-narkoba-

perwira-polisi-di-Pekanbaru-ditangkap-dengan-barang-bukti-sabu16-kilogram 
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norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman 

sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari”. 

Selanjutnya ayat (2) berbunyi : “Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang selanjutnya disingkat KKEP adalah komisi yang dibentuk di 

lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP”.  

Jadi dalam penegakan dan pengawasan terhadap kode etik perilaku 

kepolisian negara Indonesian dilaksanakan oleh suatu Komisi Kode Etik (KKEP). 

Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri 

adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

Dalam menjalankan tugasnya tersebut Pejabat Polri wajib memedomani KEPP 

sebagaimana yang telah di tetapkan dalam peraturan perundang undangan dengan 

menaati setiap kewajiban dan larangan dalam:
6
 

a) Etika Kenegaraan;  

b) Etika Kelembagaan; (menyalahgunakan kewenagan dalam menjalankan 

tugas kedinasan) 

c) Etika Kemasyarakatan; (menolak atau mengabaikan permintaan 

pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan masyarakat yang 

menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya); 

d) Etika Kepribadian. (menganut paham radikal atau eklusivisme terhadap 

kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama, melakukan tindakan 

kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut). 

Lebih lanjut ada beberapa sanksi yang di terapkan kepada kepolisian yang 

melakukan pelanggara terhadap kode etik profesi, diantaranya ada jenis sanksinya 

                                                 
6
  Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 3. 
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terbagi atas 3 terdapat dalam Pasal 17 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2022 yakni:  

1. Sanksi kategori Ringan meliputi: 

a. Dilakukan karena kelalaian 

b. Dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi; 

c. Tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan atau 

Negara. 

2. Sanksi kategori Sedang meliputi: 

a. Dilakukan dengan sengaja; 

b. Terdapat kepentingan pribadi dan/atau Pihak lain. 

3. Sanksi dengan kategori Berat meliputi: 

a. Dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan Pribadi dan atau 

pihak lain; 

b. Adanya permufakatan jahat; 

c. Berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan atau negara 

yang menimbulkan akibat hukum; 

d. Menjadi perhatian public; atau 

e. Melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang telah 

berkekuatan hukum yang tetap. 

Dari beberapa contoh kasus yang telah dikemukakan di atas dalam kasus 

Polisi wanita yang melakukan pemukulan terhadap mantan pacar adiknya dapat 

dikategorikan sebagai pelanggaran sedang, karena dilakukan dengan sengaja, dan 

terdapat kepentingan pribadi. dalam kasus tersebut secara etika polisi wanita tersebut 

telah melanggar larangan dalam Pasal 13 point (m) terkait dengan „etika 

kepribadian‟ yakni “Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang: 

melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak Patut”. Namun dalam 

penyelesaiaannya diketahui bahwa dalam kasus tersebut pelapor menarik laporannya 

dan memilih jalan damai.  
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Dari kasus tersebut Menurut Kepala Seksi (KASI) Propam Polresta 

Pekanbaru disebutkan bahwa pelaku diketahui seorang polwan tersebut melakukan 

pengancaman terhadap korban dengan cara melakukan ancaman terhadap si korban 

dengan cara akan menyebarkan video sex korban, sehingga korban tidak ada pilihan 

selain damai dengan pihak polwan tersebut, hal demikian juga seharusnya 

merupakan pelanggaran kode etik kepolisian karena mengancam korban agar 

mencabut laporannya, namun dalam praktiknya hal demikian tidak diproses karena 

persoalan tersebut telah dianggap selesai.
7
 Lebih lanjut Penerapan sanksi terhadap 

oknum kepolisian tersebut juga tidak jadi dilaksanakan dikarenakan telah ada upaya 

damai yang dilakukan oleh kedua pihak yang berperkara.  

Bahwa penegakan hukum atau Penerapan Sanksi terhadap kode etik 

didasarkan pada hukum formil yakni terkait dengan tata cara, dimulai dari proses 

Pemeriksaan awal, Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian (KKEP)
8
, 

hingga sampai Putusan sidang kode etik profesi kepolisian yang diatur sebagai 

berikut:  

 Pemeriksaan Pendahuluan, yaitu Dalam pemeriksaan ini dapat dilakukan 

melalui audit investigasi, pemeriksaan dan Pemberkasan, hal ini dilaksanakan 

berdasarkan Pengaduan Masyarakat atau anggota Polri. Kemudian apabila dalam 

Gelar Perkara ditentukan apakah dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap 

Pemeriksaan (Pasal 14-19 Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik 

Profesi Kepolisian dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia). 

                                                 
7
 IPTU Prambuston KASI PROPAM Polresta Pekanbaru Wawancara, Pekanbaru, 15 

Desember 2022. 
8
 Untuk selanjutnya Penulisan Komisi Kode Etik Kepolisian disingkat dengan istilah KKEP. 



8 

 

 

 

 Tahap Pemberkasan pada tahap ini apabila bukti-bukti telah lengkap dalam 

pemeriksaan pendahuluan maka selanjutnya akan di buat pemberkasan 

administrative untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya (Pasal 36-37).  Pembentukan 

KKEP, dalam proses ini apabila berkas dinyatakan lengkap maka akan di bentuk 

suatu komisi untuk melaksanakan sidang kode etik profesi (pasal 38-41).  

Selanjutnya dilaksanakan sidang KKEP yakni sidang yang dilaksanakan untuk 

memeriksa pelanggar kode etik (Pasal 53-62).  Putusan KKEP, yakni putusan yang 

diambil setelah pelaksanaan sidang yang mensyaratkan paling sedikit 2 alat bukti 

yang sah dan keyakinan KKEP terhadap perbuatan pelaku pelanggar KKEP, 

Putusannya menyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi 

pelanggaran KEPP dan tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP. (Pasal 63-67) 

Berdasarkan hal tersebut maka dalam rangka penegakan hukum atau 

penerapan sanksi terkait pelanggaran kode etik kepolisian ada tata cara yang 

dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode 

Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian RI. Dalam kasus sebagaimana yang 

telah penulis uraikan yakni kasus Polisi Wanita yang melakukan penganiayaan 

terhadap masyarakat sipil, sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa dalam kasus 

tersebut karena telah ada perdamaian diantara kedua belah pihak maka kasus 

tersebut tidak dilanjutkan ke tahap pembentukan KKEP (Komisi Kode Etik Profesi 

Kepolisan) karena berdasarkan Pasal 16 ayat 1 point c menyatakan “dapat atau 

tidaknya dilanjutkan karena alasan perdamaian”, hal tersebut menunjukkan bahwa 

sanksi terhadap pelanggaran kode etik itu dapat dihentikan dengan alasan adanya 

perdamaian. Padahal berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Kasi Propam 

Prambuston diketahui bahwa perdamaian tersebut terjadi karena polisi wanita 
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tersebut mengancam akan membeberkan video sex korban apabila tidak ingin 

berdamain. Padahal perilaku polwan tersebut bertentangan dengan etika kepribadian 

dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode 

Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 Poin m 

“Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang: melakukan tindakan 

kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut”. 

Hal tersebut menunjukkan kelemahan daripada proses penegakan hukum 

terhadap pelanggaran atau penerapan sanksi kode etik profesi kepolisian. Padahal 

dalam kasus tersebut jelas-jelas bahwa polisi wanita tersebut melanggar kode etik 

kepolisan sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 

2022 Pasal 13 tersebut. Disisi lain di Polisi Resort Kota Pekanbaru sendiri 

berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Kasi Propam Polresta 

Pekanbaru bahwa kasus pelanggaran kode etik kepolisian hampir setiap tahunnya 

terjadi 5 atau lebih kasus. Hal tersebut mengindikasikan perlu adanya perbaikan 

yang harus dilakukan terhadap institusi kepolisian dalam Penegakan hukum terhadap 

pelanggaran kode etik.
9
  

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut maka penulis merasa perlu 

mengetahui bagaimana Penerapan Sanksi terhadap pelanggaran kode etik kepolisian 

negara Indonesia khususnya di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru 

(Polresta Pekanbaru) dengan judul “Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran 

Kode Etik Profesi Kepolisian Di Polisi Resort Kota Pekanbaru Berdasarkan 

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022” 

                                                 
9
 Wawancara dengan Kasi Propam Bapak Prambuston di Kantor Polresta Pekanbaru 7 

Februari 2023 Pukul 10.00 WIB. 
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B. Batasan Masalah 

Batasan masalah oleh penelitian ini digunakan agar lebih terarah dan 

mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

ialah penulis hanya berfokus terhadap bagaimana penerapan sanksi terhadap polisi 

yang melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian di Polisi Resort Kota 

(Polresta) Pekanbaru. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi 

kepolisian di Polisi Resort Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Kepolisian 

Republik Indoensia Nomor 7 Tahun 2022? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran 

kode etik profesi kepolisian di Resort Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan 

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik 

profesi kepolisian Di Polisi Resort Kota Pekanbaru berdasarkan 

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi 

terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian berdasarkan Peraturan 

Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 di Polisi Resort 

Kota Pekanbaru. 
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2. Manfaat Penelitian  

Secara Teoritis 

a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan dalam dunia akademis khusunya dalam konsentrasi Hukum 

Tata Negara yang berkaitan dengan Kode Etik Kepolisian. 

b. Penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi acuan dalam penulisan-

penulisan dalam bidang kode etik Profesi Kepolisian ke depan 

Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk 

meraih Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti 

selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai penerapan sanksi 

terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian Di Polresta Pekanbaru 

berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 

Kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni Politeia. Politeia  

digunakan sebagai judul buku pertama Plato, yakni Politeia yang  mengandung 

makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita citanya, suatu negara yang 

bebas dari pemimpin negara yang rakus dan  jahat, tempat keadilan di junjung 

tinggi.
10

 

Momo Kelana mengambil terjemahan dari Polizeirech mengatakan, bahwa 

istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup 

penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu Instansi Kepolisian, dan yang 

kedua dalam arti material, yakni memberikan jawaban-jawaban atas persoalan-

persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan 

keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui 

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11

 

Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan, bahwa polisi diartikan 

sebagai berikut: 

a. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan  

ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar  undang-

undang dan sebagainya); dan  

b. Anggota dari badan pemerintahan tersebut diatas (pegawai  negara 

yang bertugas menjaga keamanan, dan sebagainya). Berdasarkan 

pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia  tersebut ditegaskan, 

bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang  diberi tugas 

                                                 
10

 Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya, UI 

Press, Jakarta, 1995, hlm.19.  
11

 Momo Kelana, Hukum Kepolisian, (Edisi Ketiga, PTIK, Jakarta, 1984), hlm.18. 

12 
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memelihara keamanan dan ketertiban umum serta sebagai lembaga 

atau badan yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai 

sebutan dari lembaga.   

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, menyatakan sebagai berikut:  

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah 

kepolisian dalam undang-undang tersebut mengandung dua pengertian, 

yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.  

Van Vollenhoven menyatakan bahwa fungsi polisi itu menjalankan 

Preventive Rechtszorg yaitu memaksa penduduk suatu wilayah mentaati ketertiban 

hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif) supaya tertib 

masyarakat terpelihara.
12

 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah 

polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi adalah 

sebagai organ dan lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Istilah kepolisian 

adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Organ yakni suatu lembaga pemerintah 

yang terorganisasi dan tersetuktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai 

fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang 

undang untuk menyelenggarakan fungsinya.  Kepolisian Negara Republik Indonesia 

adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di 

bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah 

Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Kapolri).  Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat 

                                                 
12

 E Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (cetakan ke-4, Balai Buku 

lchtiar, Jakarta, 1960),  hlm. 31. 
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sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedangkan Organisasi Polri 

tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). 

Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Kapolri). Kapolri adalah pimpinan polri yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Presiden.  Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil 

Kapolri (Wakapolri).  

Secara historis Polri lahir bersamaan Proklamasi kemerdekaan, karena 

Badan Kepolisian Negara berada dibawah Kementrian Dalam Negeri sebelumnya 

telah disahkan bersamaan dengan UUD‟ 45 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 

1945, dan pada tahun yang sama tanggal 29 September, Presiden Ir. Soekarno 

mengangkat seorang Kapolri pertama yaitu Jendral Polisi RS. Soekanto 

Tjokrodiatmojo. Dalam perjalannya, Organisasi Polri kerap kali mengalami 

perubahan sesuai dengan perkembangan Pemerintahan RI dan dinamika masyarakat, 

sebagaimana pada „Era Reformasi‟ yang bergulir sejak tahun 1998, dimana 

menyelengarakan Negara menganut pradigma baru menuju masyarakat madani, 

telah mendorong agar Polri mandiri. Kemandirian Polri yang diawali sejak 

terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 untuk mewujudkan Polri seabagai abdi 

Negara yang professional dan dekat dengan masyarakat menuju perubahan tata 

kehidupan nasional ke arah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil 

dan sejahtera.
13

 

                                                 
13

 Lihat https://www.polrestaPekanbaru.com/profile/sejarah diakses Pada 8 Mei 2023, Pukul 

16.00 WIB. 

https://www.polrestapekanbaru.com/profile/sejarah
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Sementara itu di daerah ada unit-unit bagian dari kepolisian negara Indonesia 

dari tingkatan Provinsi disebut Dengan Polisi Daerah Riau (POLDA), dari tingkatan 

ibukota Provinsi ada Polisi Resort Kota (POLRESTA) hingga pada tingkatan paling 

bahwa yakni Polsek. Saat ini untuk di Polresta Pekanbaru di Pimpin oleh Bapak 

Kombes Pol. Jefri R.P Siagian, S.I.K., M.H  sementara itu untuk Wakapolresta 

Pekanbaru di Jabat oleh Bapak AKBP Henky Poerwanto, S.I.K., M.M. Selanjutnya 

di Polresta Pekanbaru ada beberapa bidang divisi diantaranya ialah Divisi Profesi 

dan Pengamanan (PROPAM) yang dalam hal ini menjadi objek penelitian penulis. 

Divisi ini di pimpin oleh Bapak Prambuston. 

B. Tinjauan Etika Profesi Polisi 

Secara etimologis, istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu 

ethos. Dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yakni tempat tinggal yang 

biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan 

cara berpikir. Dalam bentuk jamak (taetha) artinya adat kebiasaan. Istilah “etika” 

sudah dikenal lama pada masa Aristoteles (384-322 SM) etika sudah dikenal untuk 

menunjukkan filsafat moral.
14

 Aristoteles menguraikan bagaimana tata pergaulan, 

dan penghargaan seseorang manusia kepada manusia lainnya, yang tidak didasarkan 

kepada egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang 

bersifat altruistis, yaitu memperhatikan orang lain. Demikian juga halnya kehidupan 

bermasyarakat, untuk hal ini Aristoteles mengistilahkannya dengan manusia itu zoon 

politicon.  

                                                 
14

 K. Bertens. Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), Cet. Ke-8, 2004, hlm. 4. 
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Secara etimologi etika adalah ajaran tentang baik-buruk, yang diterima 

umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika bisa disamakan 

artinya dengan moral (mores dalam bahasa Latin), akhlak atau kesusilaan, berkaitan 

masalah nilai, etika pada pokoknnya membicarakan masalah-masalah predikat nilai 

susila atau tindak susila baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam 

kawasan nilai, sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik-buruk 

perbuatan manusia. 

Secara umum kata etika berasal dari bahasa Yunani, yakni “Ethos”; bahasa 

Arab yakni “Akhlaq”, yang berarti watak, perilaku, adat kebiasaan dalam bertingkah 

laku. Bentuk jamaknya ta etha yang berarti adat istiadat.
15

 Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan 

tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). 

Di dalam kamus ensklopedia pendidikan diterangkan bahwa etika adalah 

filsafat tentang nilai, kesusilaan tentang baik buruk. Sedangkan dalam kamus istilah 

pendidikan dan umum dikatakan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang 

mengajarkan keluhuran budi.
16

 

Sementara itu Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian 

Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri 

mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin 

oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sesuai 

dengan karakteristik utamanya sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Polri) memiliki wewenang yang cukup besar dalam 

                                                 
15

 K. Bertens, Op. Cit, hlm. 4 
16

 Asmaran, Pengantar Studi Akhlak, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan,( Jakarta 

1999), hlm.6. 
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menegakkan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa Polri adalah kepolisian nasional 

Indonesia atau lembaga penegak hukum, sesuai dengan peraturan (Undang-Undang 

Polri) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
17

 Menurut Pasal 2 

Undang-Undang Polri, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan 

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. 

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Polri, disebutkan bahwa “Kepolisian 

merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 

negeri.” Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:
18

 

a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses 

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang 

ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, 

serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina 

serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam 

menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran 

hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan 

masyarakat. 

b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan 

terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya 

hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan 
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 Suhartini, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Sinar Grafika, 

Jakarta, 2012), hlm. 30. 
18

 Ibid. hlm. 31. 
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masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya 

keamanan dalam negeri. 

Secara umum dalam garis besarnya, etika atau ethis merupakan suatu cabang 

filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (right) dan baik (good) 

dalam hidup manusia. Permasalahannya sekarang apa yang menjadi patokan tentang 

baik buruk tingkah laku dalam masyarakat. Untuk menjawab ini juga harus 

membahas norma yang membahas tentang kaidah. 

Kaidah atau norma itu sebenarnya merupakan pelembagaan atau 

institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran dan bahkan 

kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai yang dipandang buruk, tidak luhur atau 

tidak mulia.
19

 Nilai baik dan buruk adalah sebuah cerminan pribadi setiap manusia 

dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dalam pergaulan dengan orang lain. 

Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan professional tertulis, 

yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar 

dan tidak baik bagi professional kepolisian. Kode Etik menyatakan perbuatan apa 

yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus 

dihindari. Tujuan Kode Etik, yaitu agar profesional memberikan pelayanan sebaik-

baiknya kepada pemakai atau orang yang dilayani. Adanya Kode etika profesi ini 

akan melindungi seseorang akibat perbuatan yang tidak profesional. Salah satu 

contoh seorang pasien datang kepada dokter untuk berobat, dokter harus memeriksa 

dengan seksama sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Etika 

Kedokteran. 
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 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etika dan Etika Konstitusi, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), 

hlm. 42. 
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Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika, yang telah disepakati oleh 

suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik profesi adalah suatu tuntunan 

bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan, untuk suatu profesi tertentu atau 

merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi, yang disusun oleh 

para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Kode etik 

umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki 

sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. 

Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana, 

sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada 

tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi: 

a. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi 

tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa 

dengan kode etik profesi, pelaksana Profesi mampu mengetahui suatu 

hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. 

b. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat 

atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi 

dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga 

dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga 

memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan 

kerja (kalangan sosial). 

c. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi 

Profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti 

tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu 

instansi atau perusahaan yang lain, tidak boleh mencampuri 

pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.
20
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 Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, (Buku Kompas, Jakarta, 2003), hlm. 87. 
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Sumaryono mengemukakan tiga alasannya pentingnya kode etik yaitu 

sebagai sarana kontrol sosial; sebagai pencegah campur tangan pihak lain; sebagai 

pencegah kesalahpahaman dan konflik. Fungsi lain menurut Abdulkadir Muhammad 

merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat 

diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon 

anggota kelompok profesi; dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik 

kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok 

profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat; 

sebagai kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok 

profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.
21

 

Sementara itu tujuan dari kode etik profesi ialah : 

1. Menjunjung tinggi martabat profesi. 

2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. 

3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 

4. Meningkatkan mutu profesi. 

5. Meningkatkan mutu organisasi profesi. 

6. Meningkatkan pelayanan diatas keuntungan pribadi; 

7. Mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat; 

8. Menentukan baku standarnya sendiri. 

Di sisi lain jika kita melihat bahwa etika yang digunakan dalam institusi 

kepolisian berpedoman kepada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Etika Profesi Polri adalah 

kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta 

mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang 
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meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam 

hubungan dengan masyarakat.
22

  

Selama ini polisi dipahami sebagai suatu organ, lembaga atau institusi, dan 

dengan istilah kepolisian dimaknai sebagai organ beserta fungsinya. Kadang-kadang 

luput dari perhatian, bahwa sebenarnya eksistensi lembaga itu sangat dipengaruhi 

oleh individu, orang perorang (person) yang berada dalam lembaga dan memiliki 

peran penting dalam menggerakan atau menjalankan lembaga, dengan kata lain yang 

berperan mengoperasionalkan fungsi dari lembaga tersebut.
23

 

Kode etik profesi kepolisian adalah norma atau aturan moral baik tertulis 

maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, 

tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.
24

 Pejabat Polri wajib memedomani 

Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) dengan menaati setiap kewajiban dan larangan 

dalam:  

a. Etika Kenegaraan; 

b. Etika Kelembagaan; 

c. Etika Kemasyarakatan; dan 

d. Etika Kepribadian. 

Lebih lanjut di sebutkan bahwa Etika Kenegaraan adalah norma-norma 

dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri 

terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan. Diantaranya 

yang harus menjadi pedoman dalam menjaga etika kenegaraan ialah: 

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan 

dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya 

ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;  

3. Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

4. Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dengan 

menjunjung tinggi kebhinekatunggalikaan dan toleransi terhadap 

kemajemukan suku, bahasa, ras dan agama; 

5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; 

6. memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, 

bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu 

kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan;  

7. membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara 

dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung 

jawab; 

8. Bersikap netral dalam kehidupan politik; dan 

9. mendukung dan mengamankan kebijakan Pemerintah. 

 Selanjutnya Etika Kelembagaan adalah norma-norma dalam KEPP yang 

memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya 

dengan pelaksanaan  tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan 

penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian. Diantara kriteria dalam 

memelihara etika Kelembagaan ialah:
25
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1. Setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan 

negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur 

Prasetya;  

2. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan 

kehormatan Polri; 

3. Menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, 

proporsional, dan prosedural; 

4. Melaksanakan Perintah Kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang 

dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab; 

5. Mematuhi hierarki Atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan 

tanggung jawab. 

6. Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut Perintah 

Kedinasan harus dirahasiakan; 

7. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada 

hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung 

jawab;  

8. Menyampaikan pendapat dengan cara sopan dan santun dan menghargai 

perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan 

yang bersifat kedinasan; 

9. Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam 

rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan; 

10. Mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan 

tugas, wewenang dan tanggung jawab; 

11. Mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

12. Menjaga, mengamankan dan merawat senjata api, barang bergerak 

dan/atau barang tidak bergerak milik Polri yang dipercayakan kepadanya; 

13. Menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas, wewenang 

dan tanggungjawab; 

14. Bekerja sama dalam meningkatkan kinerja Polri; 

15. Melaporkan setiap Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana 

yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri, yang dilihat, dialami atau 

diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang; 

Etika Kemasyarakatan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat 

pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan 

pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan 



24 

 

 

 

penggunaan kewenangan profesi Polri, yang berhubungan dengan masyarakat. 

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib:
26

  

a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak 

asasi manusia; 

b. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di 

hadapan hukum;  

c. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, 

nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan; 

d. melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan 

dalam tugas wewenang dan tanggungjawab kepolisian, baik sedang 

bertugas maupun di luar tugas; 

e. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga 

kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat; dan 

g. melaksanakan moderasi beragama berupa sikap atau cara pandang 

perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan agama 

dan selalu mewujudkan kemaslahatan bersama. 

Etika Kepribadian adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman 

bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi 

yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar 

pelaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan 

profesinya dalam kehidupan sehari-hari.
27

 Setiap Pejabat Polri dalam Etika 

Keperibadian, wajib:  

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, 

tegas, dan humanis; 

c. menaati dan menghormati:  

1. norma hukum; 

2. norma agama; 

3. norma kesusilaan; dan/atau 
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4. nilai-nilai kearifan loKal;  

d. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara secara santun; 

e. melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan 

dengan niat tulus/ikhlas, sebagai wujud nyata amal ibadahnya; dan 

f. menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana 

media sosial dan media lainnya. 

Dari beberapa pedoman kode etik tersebut oleh karenanya harus di taati oleh 

seluruh jajaran kepolisian baik dari tingkat atas maupun tingkat paling bawah. 

Namun tidak dapat dihindari bahwa dalam pelaksanaannya kode etik tersebut 

kadang kala tidak di laksanakan oleh beberapa oknum kepolisian. Dalam kaitannya 

dengan penelitian yang dilakukan penulis di Polisi Resort Kota (Polresta Pekanbaru) 

ada beberapa pelanggaran kode etik yang terjadi. 

Dalam penerapan sanksi yang dilakukan oleh kepolisian di dalam penegakan 

hukum pelanggaran kode etik profesi terhadap jenis pelanggaran di bagi kedalam 

beberapa kategorisasi diantaranya:
28

 

1) Sanksi Kategori Ringan meliputi: 

a. Dilakukan karena kelalaian 

b. Dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi; 

c. Tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan atau 

Negara.  

2) Sanksi kategori Sedang meliputi: 

a. Dilakukan dengan sengaja; 

b. Terdapat kepentingan pribadi dan/atau Pihak lain. 

 

3) Sanksi Berat meliputi: 

a. Dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan Pribadi dan 

atau pihak lain; 

b. Adanya permufakatan jahat; 
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c. Berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan atau 

negara yang menimbulkan akibat hukum; 

d. Menjadi perhatian public; atau 

e. Melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang 

telah berkekuatan hukum yang tetap. 

 

Dalam praktiknya penerapan sanksi dilakukan di Polisi Resort Kota 

Pekanbaru dari beberapa pelanggaran terhadap kode etik profesi sanksi dengan 

kategori-kategori sedang dan kategori berat pernah dilaksanakan di Polisi Resort 

Pekanbaru. 

Secara etimologi profesi berasal dari bahasa Inggris profession yang berarti 

pekerjaan.
29

 Dalam bahasa Latin profesus yang berarti mampu atau ahli dalam suatu 

pekerjaan.
30

 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai 

pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian (keterampilan, kejuruan, dan seterusnya) 

tertentu. Sedangkan profesional adalah:  

(1) Bersangkutan dengan profesi; 

(2) Memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan 

(3) Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.
31

 

Profesi bisa diartikan juga sebagai pekerjaan untuk mendapatkan imbalan 

atau uang. Dalam pengertian yang lebih tehnis, profesi diartikan sebagai setiap 

aktifitas yang dilaksanakan berdasarkan pendidikan, keahlian dan pengalaman 

tertentu dengan menerima bayaran. 

Suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai pekerjaan dengan 

keahlian khusus sebagai mata pencaharian tetap. Komarudin: Profesi adalah jenis 

                                                 
29

 John M. Echols & Hassan Shadily, Kamus Inggris, (Gramedia, Jakarta 1990), hlm.449 
30

 Mochtar Buchori, Pedidikan Dalam Pembangunan, (Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994), 

hlm. 3 
31

 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia,( Balai Pustaka, Jakarta, 1989), hlm. 702 



27 

 

 

 

pekerjaan yang menurut pengetahuan tinggi khusus dan latihan istimewa. KBBI: 

Profesi adalah pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (keterampilan, 

kejujuran, dan sebagainya). 

Sudarwan Danim yang merujuk pendapat Howard M. Vollmer dan Donald 

L. Mills, berpendapat bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut 

kemampuan intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan 

pelatihan, yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam 

melayani atau memberikan advis atau nasehat pada orang lain dengan memperoleh 

upah atau gaji dalam jumlah tertentu.
 32

 

Secara singkat definisi profesi adalah sebutan untuk jabatan pekerjaan, di 

mana orang yang menyandangnya mempunyai keahlian khusus yang diperoleh 

melalui training dan pengalaman kerja.
33

 Terminologi profesi paralel dengan 

profesionalitas yang dicirikan dengan tiga karakter penting. Pertama, keterkaitan 

profesi tersebut dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya dan karenanya bersifat 

khusus. Kedua, mempunyai kemampuan merealisasikan teori-teori ilmunya dalam 

ranah praktis dengan baik. Ketiga, mempunyai banyak pengalaman kerja.
34

 Profesi 

secara umum juga dapat diartikan sebagai pekerjaan yang berwujud karya pelayanan 

yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang keilmuan 

tertentu, yang pengembangannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup, dan 

pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai etika tertentu yang dilandasi semangat 
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pengabdian terhadap sesama manusia, demi kepentingan umum, serta berakar pada 

penghormatan dan upaya untuk menjunjung tinggi martabat manusia. 

Pekerjaan yang dijalankan berdasarkan pendidikan, keahlian dan pengalaman 

khusus itu disebut profesional. Kata profesional bagi kebanyakan orang dimengerti 

sebagai pekerjaan yang telah diakui sebagai suatu profesi, sehingga apa saja yang 

dikerjakan dengan keahlian atau pendidikan khusus disebut profesional.  

Dengan demikian profesional diartikan sebagai orang yang memiliki profesi 

atau pekerjaan yang dilakukan atas dasar kemampuan yang tinggi dan berpegang 

teguh kepada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan. Atau orang 

yang hidup dengan cara mempraktikkan suatu keterampilan atau keahlian tertentu 

dan mendapatkan imbalan besar sepadan dengan kemampuan profesionalnya “well 

educated, well trained, well paid”. 

Profesi memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan 

pekerjaan yang bukan profesi. Bahkan antara satu profesi dengan profesi lain-pun 

memiliki perbedaan-perbedaan. Profesi hukum tentu memiliki karakteri stik 

tersendiri yang berbeda dengan profesi dokter, insinyur, arsitek, guru, dan  

seterusnya. Perbedaan-perbedaan itu terletak pada latar belakang pendidikan dan 

konsentrasi garapan atau pekerjaan profesi tersebut. Meskipun demikian, profesi 

mempunyai karaktretsik umum yang bisa menjadi identifikasi dari suatu profesi. 

Sesuatu profesi pastilah memiliki dasar pendidikan khusus, memiliki keterampilan 

yang berbeda yang ditujukan untuk melaksanakan pekerjaan tehnis tertentu; 

memiliki system pendidikan dan pelatihan tertentu; memiliki standar ujian 

kompetensi tertentu untuk mendapatkan lisensi atau ijin; memiliki organisasi profesi 
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yang menaungi anggota-angotanya; memiliki kode etik profesi dan bekerja 

independen. 

Soetandyo menyebutkan tiga kreteria suatu profesi, yaitu:
35

 Pertama, profesi 

itu dilaksanakan atas dasar keahlian tinggi dan karena itu hanya dapat dimasuki oleh 

mereka yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang amat lanjut. 

Kedua, profesi mensyaratkan agar keahlian yang dipakainya selalu berkembang 

secara nalar dan dikembangkan dengan teratur seiring dengan kebutuhan masyarakat 

yang minta dilayani oleh profesi yang menguasai keahlian professionnal tersebut, 

atau dengan kata lain ada standar keahlian tertentu yang dituntut untuk dikuasai. 

Ketiga, profesi selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk mengontrol agar 

keahlian-keahlian professional didayagunakan secara bertanggungjawab, bertolak 

dari pengabdian yang tulus dan tak berpamrih, dan semua itu dipikirkan untuk 

kemaslahatan umat. 

Di lingkungan Kepolisian terdapat dua divisi yang melakukan fungsi 

pengawasan internal, yaitu Itwasum (Inspektorat Pengawasan Umum) dan Div 

Propam (Divisi Pertanggung Jawaban Profesi dan Pengamanan Internal). Peraturan 

Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang tugas pokok dan fungsi 

secara mendetail tiap satuan kerja yang berada dalam organisasi Polri. Dalam 

Perpres ini pula diatur bagaimana tugas pokok dan Inspektorat Pengawas Umum 

(Itwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) dalam melaksanakan 

fungsi pengawasan dan akuntabilitas dalam organisasi Polri.  
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Pasal 7 (1) Inspektorat Pengawasan Umum disingkat Itwasum adalah unsur 

pengawas yang berada di bawah Kapolri. (2) Itwasum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan internal, 

pemeriksaan umum, perbendaharaan dan akuntabilitas dalam lingkungan Polri, serta 

memfasilitasi lembaga pengawasan eksternal Polri. (3) Itwasum dipimpin oleh 

Inspektur Pengawasan Umum disingkat Irwasum yang bertanggung jawab kepada 

Kapolri. (4) Irwasum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh Wakil 

Irwasum disingkat Wairwasum. (5) Itwasum terdiri dari paling banyak 5 (lima) 

Inspektorat yang disusun berdasarkan pendekatan kewilayahan dan 1 (satu) Biro. 

Selain Itwasum, dalam Pasal 12 (1) terdpat institusi pengawas internal 

lainnya yang disebut Divisi Profesi dan Pengamanan disingkat Divpropam. Institusi 

yang dibentuk dengan Keputusan Kapolri Nomor 97 tahun 2003 ini menjadi 

pengawas dan pembantu pimpinan bidang pertanggungjawaban profesi dan 

pengamanan internal yang berada di bawah Kapolri. (2) Divpropam sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi 

pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakkan 

disiplin/ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat 

tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS Polri. (3) Divpropam 

dipimpin oleh Kepala Divpropam disingkat Kadiv propam yang bertanggung jawab 

kepada Kapolri. Perbedaan Itwasum dan Div Propam terletak pada obyek yang 

dikontrol. Tugas dari Itwasum adalah membantu Kapolri dalam menyelenggarakan 

pengawasan dan pemeriksaan umum serta perbendaharaan dalam lingkungan Polri 

termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang berada dibawah pengendalian 

Kapolri. Obyek yang menjadi perhatian khusus 
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Itwasum dalam menjalankan tugasnya adalah hal-hal yang bersifat 

administratif dan keorganisasian secara menyeluruh. Dalam melaksanakan tugasnya 

Itwasum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:  

a. Pembinaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) umum bagi 

seluruh jajaran Polri;  

b. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan umum baik yang 

terprogram (rutin) maupun tidak terprogram (Wasrik khusus, Wasops, 

Wasrik lain dan Verifikasi) terhadap aspek manajerial untuk semua unit 

organisasi khususnya proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian 

program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan 

perbendaharaan; 

c. Penyusunan laporan hasil Wasrik termasuk saran tindakan terhadap semua 

penyimpangan pelaksanaan tugas Polri; 

d. Penganalisaan dan Evaluasi hasil pelaksanaan Wasrik serta penyusunan 

laporan akuntabilitas jajaran Polri; 

e. Menyelenggarakan pengendalian mutu pelaksanaan Wasrik Itwasum; 

f. Menyelenggarakan koordinasi penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan 

BAPAK RI di lingkungan Polri.  

 

Tugas Divisi Propam adalah membina dan menyelenggarakan fungsi 

pertanggungjawaban profesi, pengamanan internal Polri yang meliputi pengamanan 

personil, materiil, kegiatan dan bahan keterangan serta pemeliharaan, peningkatan 

tata tertib disiplin dan penegakan hukum di lingkungan Polri, termasuk pelayanan 

pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS. 

Obyek yang menjadi perhatian khusus Div Propam dalam menjalankan tugasnya 

adalah hal-hal yang bersifat pelaksanaan kode etik profesi seorang penegak hukum 

dan lebih bersifat personal. 
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Dalam menjalankan tugasnya, Div Propam menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut:  

(a) Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri;  

(b) Fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/laporan masyarakat 

tentang sikap dan perilaku anggota/PNS Polri, termasuk pemusatan data 

secara nasional dan pemantauan/pengendalian terhadap penanganan 

pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh kesatuan dalam jajaran Polri; 

(c) Registrasi dan penelitian terhadap proses penanganan kasus dan 

menyiapkan proses/ keputusan rehabilitasi bagi anggota / PNS Polri yang 

tidak terbukti melakukan pelanggaran atau pengampunan/ 

pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu 

proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran 

hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman 

(terpidana); 

(d) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengawasan, penegakan dan 

pertanggung-jawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan 

standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar 

profesi, serta pembinaan dan penegakan kode etik profesi Polri termasuk 

audit investigasi; 

(e) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang 

meliputi: pengamanan personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan, 

termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan 

pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat 

pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan; 



33 

 

 

 

(f) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Polisi Pengawas Umum (P2U) 

yang meliputi pembinaan/ pemeliharaan disiplin / tata tertib, pelayanan 

serta penegakan hukum dan penyelesaian perkarapelanggaran disiplin 

pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.  

C. Teori  Efektivitas Hukum 

Dalam memahami suatu hukum tidak terlepas dari memahami bagaimana 

suatu hukum tersebut dapat berdampak positif di dalam komunitas masyarakat. 

Hukum ada tidak hanya untuk dirinya sendiri melainkan hukum ada untuk mengatur 

masyarakat, sehingga hukum tidak bisa terlepas dari lingkungan yang 

memperngaruhinya. Dalam pelaksanaan suatu hukum kadang kala terdapat beberapa 

persoalan diantaranya tidak efektifnya suatu aturan hukum yang ada ketika di 

terapkan di suatu komunitas yang diatur oleh hukum tersebut sehingga perlu adanya 

peninjauan terhadap ketidakefektifan hukum tersebut. 

Sementara itu menurut Hans Kelsen, jika berbibacara tentang efektivitas 

hukum dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti norma-

norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan norma-norma 

hukum tersebut, bahwa orang harus menuruti dan menerapkan norma-norma 

tersebut. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan 

norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu 

harus di buat dan benar-benar di patuhi.
36

 

Efektivitas Hukum merupakan suatu tindakan yang memiliki pengertian 

mengenai terjadinya akibat atau efek yang di inginkan serta menuju pada efek atau 
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hasil dalam mencapai sebuah tujuan di suatu daerah. Efektivitas mempunyai 

gambaran tentang tingkat keunggulan atau keberhasilan dalam mencapai suatu 

tujuan yang telah telah dicita-citakan serta memiliki hubungan yang erat antara nilai-

nilai yang bermacam-macam. berbicara efektivitas hukum maka kita berbicara 

bagaimana hukum itu bekerja dalam mengatur masyarakat agar taat kepada hukum 

demi terciptanya suatu tujuan akhir dari hukum. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas 

hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku 

secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis.
37

 

Hukum di buat memiliki tujuan diantaranya tujuan hukum yang sering sebut 

bahwa hukum harus mencerminkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian. Ketiga 

dari tujuan hukum tersebut haruslah terpenuhi jika ingin menilai hukum itu baik bagi 

masyarakat. Berbicara mengenai sistem hukum Menurut Lawrence M. Friedman 

bahwa sistem ialah sebuah unit-unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. 

Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, mesin Pinball 

dan Gereja Katolik Roma, semuanya adalah sistem.
38

 Lebih lanjut ia menjelaskan 

bahwa ada beberapa fungsi daripada apa yang di sebut dengan hukum itu yakni 

sebagai Control Sosial yang pada dasarnya berupa pemberlakuan peraturan 

mengenai perilaku yang benar.
39

 

Disisi lain mengacu kepada pendapat Lawrence M. Friedman 

mengemukakan bahwa di dalam melihat suatu sistem hukum harus di perhatikan 3 

unsur penting yang harus ada di dalam suatu sistem hukum yang akan 

mempengaruhi bagaimana hukum itu bekerja, yakni: 
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1. Substansi Hukum (legal substance); 

2. Struktur Hukum (legal structure); 

3. Budaya Hukum (legal culture). 

Pertama, Substansi hukum (legal substantion) merupakan unsur pertama 

yang harus dipenuhi di dalam melihat suatu sistem hukum, berbicara tentang 

substansi hukum maka kita akan melihat hukum positif yang berlaku dan di 

berlakukan terhadap suatu persoalan yang sedang di hadapi. Apakah substansi 

hukum di buat berdasarkan pertimbangan filosifi, sosiologi dan yuridis. Jika semua 

pertimbangan tersebut telah terpenuhi maka bisa dipastikan bahwa hukum positif 

mencerminkan kehendak rakyat. Kedua, Struktur Hukum (Legal Strukture) 

berkaitan dengan bagaimana suatu hukum di jalankan oleh para aparatur hukum itu, 

baik ini polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Bagaimana hukum di 

operaionalisasikan oleh aparatur-aparatur hukum. Ketiga, Budaya Hukum (Legal 

Culture) unsur ini berkaitan dengan bagaimana hukum itu di hadapkan kepada 

masyarakat sebagai subjek yang harus menaati hukum, budaya hukum di suatu 

negara berbeda dengan budaya hukum di negara lainnya karena, budaya hukum 

berkaiatn juga dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum oleh suatu kelompok 

masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum maka 

semakin beradab suatu masyarakat tersebut. 

D. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, diketahui bahwa penulisan 

dengan topic kode etik kepolisian telah banyak dilakukan namun terdapat 
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perbedaan-perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Diantaranta 

penelitian tersebut ialah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Agung Ade Maya Kreshna Devi 

adalah Jurnal yang berjudul Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik 

Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi 

di Polres Lombok).Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif . Dalam penelitian skripsi ini rumusan masalahnya 

ialah : bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi polisi 

melalukan tindak pidana dan bagaimana penyelesaiannya di sidang kode 

etik. 

Persamaan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini menjadi 

fokus ialah Penegakan Kode Etik Profesi oleh oknum Kepolisian yang 

dilihat dari mekanisme Sidang Kode Etik Kepolisian.Perbedaan 

penelitian ini adalah bahwa penelitian yang penulis lakukan tidak hanya 

terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana semata 

melainkan juga anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran Kode 

Etik Ringan Dan Berat.serta peraturan tentang kode etik masih yang lama 

Peraturan Polisi Nomor 14 Tahun 2011. Penelitian Ini dilaksanakan pada 

tahun 2022 yang berlokasi Kota Pekanbaru 

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Aden Arsyad Amin adalah jurnal 

yang berjudul Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi 

Kepolisian Repoblik Indonesia (Studi Kasus Polda Jambi 2019) 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Dalam penelitian ini yang di kaji ialah bagai mana penegakan 

Kode Eik kepolisian di wilayah hukum Polda Jambi. 

Persamaan penelitian ini adalah terletak pada bagaima prosedur dari 

Penegakan  Kode Etik Kepolisian.Perbedaan penelitian ini adalah penulis 

meneliti dalam ruang lingkup Polresta Pekanbaru, Serta regulagi yang 

digunakan masih yang lama. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati adalah jurnal yang berjudul 

Implementasi Penegakan Disiplin Anggota Polri Untuk Mewujudkan 

Birokrasi Good Governance dan Clean Governance di Polres Semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi fokusnya ialah terhadap 

bagaimana penegakan disiplin bukan Penegakan Kode Etik Profesi. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama berkaitan dengan  regulasi 

Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian. Perbedaan penelitian ini adalah 

terletak pada wilayah hukumnya hanya Polresta.serta menjadi fokusnya 

ialah Penegakan Disiplin Kepolisian bukan Penegakan Kode Etik 

Kepolisian   

  



38 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yakni 

penelitian sosiologis/empiris yaitu penelitian hukum dengan data primer atau suatu 

data di proleh langsung dari sumbernya.
40

  Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian 

ini bersifat deskriptif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, 

variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang akan menggambarkan secara jelas dan mendalam tentang 

masalah-masalah yang terkait dengan perilaku atau sikap individu, organisasi 

maupun proses dan prosedur terhadap objek penelitian.
41

 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana 

efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.
42

 Penelitian ini juga bertitik tolak 

dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui 

observasi maupun wawancara. Disamping itu dilihat dari sifat penelitian ini adalah 

deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat Penelitian 

hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip 

hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. 

Hal ini sejalan dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Dan berbeda dengan 
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41
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penelitian yang dilakukan dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji 

kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sehingga 

penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru 

sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap 

permasalahan hukum.ifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk 

menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.
43

 

Penelitian Hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika 

dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, 

kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga 

dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses 

penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang 

akan dicapai.
44

 

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang 

dihadapi. Hal ini sejalan dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Dan berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang 

menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. 

Sehingga penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, 

konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi 

terhadap permasalahan hukum.
45
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Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai priaku 

nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang 

dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian 

hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.
46

 

Sementar itu menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan 

penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan 

menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya 

dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”.
47

 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) 

adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”.
48

 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, objek kajian penelitian hukum empiris, 

meliputi:
49

  

a. Efektivitas hukum; 

b. Kepatuhan terhadap hukum; 

c. Peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakkan hukum; 

d. Implementasi (pelaksanaan) aturan hukum; 

e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau 

sebaliknya; dan 

f. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru khususnya di Polisi Resort 

Kota Pekanbaru terletak di jalan Achmad Yani. 
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C. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang 

menjadi peneitian.
50

 Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau 

mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama. Populasi dalam 

penelitian ini adalah Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polresta Pekanbaru. 

Sementara itu Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni Divisi Propam 

Polresta Pekanabru dan Pelanggar Kode Etik. 

Tabel 3.1 

Tabel Populasi dan Sampel 

No POPULASI Jumlah Populasi Sampel 

1 Divisi Propam Polisi Resort Kota Pekanbaru 4 3 

2 Pelanggar Kode Etik 6 4 

Jumlah 10 7 

 

Informan adalah orang dalam latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang 

relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau.
51

 Pengertian lain dari 

informan ialah sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam rangka 

cross check data.
52

 Sedangkan menurut Arikunto ialah orang yang memberikan 
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informasi.
53

 Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang 

berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini, serta telah berinteraksi 

secara langsung dengan pustakawan yang bertugas pada bagian sirkulasi. Dalam 

penelitian ini yang menjadi Informannya ialah sebagai berikut: 

1. Kapolresta Pekanbaru (Bapak Kombes Pol. Dr Pria Budi, S.I.K,. M.H)  

2. Kasi Propam (Bapak Prambuston) 

 Dalam penelitian ini cara pengambilan sampling yang digunakan adalah 

Purposive Sampling, teknik ini merupakan suatu merupakan satu teknik penentuan 

sampel yang di dasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana 

yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili populasi 

(representative). Teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih tinggi kualitas 

samplenya.
54

 

D. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yang digunakan 

oleh peneliti, antara lain: 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui 

wawancara maupun observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.
55

 Data 

primer dalam penelitian ini ialah subjek dari penelitian Kapolresta 

Pekanbaru, Kabid Propam dan Para Staff Divisi Propam.  Serta Peraturan 

Perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian ini diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
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2) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik 

Kepolisian 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian 

Anggota Kepolisian Republik Indonesia. 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-

undangan serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan 

Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Kepolisian.
56

  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode 

yang peneliti gunakan adalah: 

a. Observasi merupakan metode pengumpulan data dimana kolaborator 

mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama 

penelitian, dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis terlebih 

dahulu melakukan observasi di Polisi Resort Kota (Polresta) Pekanbaru 

sebelum melakukan Penelitian. 

b. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung pada yang diwawancarai.
57

 Dalam penelitian ini, yaitu 

dengan cara mempertanyakan secara langsung kepada Informan 

Kapolresta Pekanbaru, Kabid Propam Polresta Pekanbaru serta para 

Staff terkait. 

c. Studi Kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa 

atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat 

memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti 

dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-

buku yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran 

Kode Etik Profesi Kepolisian.
58
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F. Analisis Data 

Dalam rangka menyusun dan menganalisa, maka digunakan analisis hukum 

dalam upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap 

semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Analisis yang akan 

digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, 

tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga akhirnya dapat 

menarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ingin 

di pecahkan berdasarkan judul dala penelitian ini. 

Menurut Sukmadinata dalam bukunya Dasar Penelitian Kualitatif adalah 

konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif 

dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diintrepretasikan oleh setiap individu. 

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif dengan strategi–strategi yang bersifat 

interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena–

fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.
59
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penerapan sanksi terhadap pelanggar kode etik profesi kepolisian di Polisi 

Resort Kota (Polresta) Pekanbaru pada dasarnya belum berjalan secara efektif 

sebagaimana ketentuan sesuai dengan peraturan polisi nomor 7 tahun 2022. 

Karena masih banyak kasus pelanggaran kode etik yang di selesaikan tidak 

sesuai dengan ketentuan tersebut. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa 

penerapan sanksi pada dasarnya ada 2 yakni sanksi etika dan sanki 

administrative. Sanksi etika untuk pelanggaran yang bersifat atau kategori 

ringan sementara itu sanksi administrative untuk kategori berat. Dalam 

penelitian yang dilakukan di ketahui bahwa dari 6 kasus pelanggaran terhadap 

kode etik profesi kepolisian di Polisi Resort Kota (Polresta) Pekanbaru di 

ketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan ialah pelanggaran terhadap etika 

individu, etika masyarakat, etika kelembagaan yang mana dalam penerapan 

sanksinya dilakukan dengan sanksi etika, dan sanksi administrative 

diantaranya ialah Pemberhentian tidak dengan Hormat (PTDH) dari institusi 

kepolisian. 

2. Kendala Dalam pelaksanaan penerapan sanksi pelanggaran kode etik 

kepolisian pada dasarnya memiliki beberapa kelemahan diantaranya Dari sisi 

Pertama, di lihat dari aspek hukum acara terhadap KKEP, pada dasarnya jika 

diperhatikan bahwa komisi kode etik kepolisian baik dari unsur penyidik, 

hingga anggota sidang yang ada seluruhnya merupakan unsur tunggal dari 
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institusi kepolisian itu sendiri. Kedua, dalam aspek pengawasan terhadap kode 

etik perilaku kepolisian selama ini hanya diawasi secara internal, dalam 

pengertian bahwa seluruh dari rangkaian penindakan yang dilakukan terhadap 

pelanggaran kode etik mulai dari pemeriksaan awal hingga putusan semuanya 

dilakukan oleh internal kepolisian, semestinya ada unsur di luar kepolisian 

yang juga dapat mengawasi pelanggaran terhadap kode etik kepolisian 

tersebut.  

B. Saran 

1. Diharapkan dalam proses penerapan sanksi terhadap pelanggaran Kode 

Etik di Polisi Resort Kota Pekanbaru harus sesuai dengan Peraturan 

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. dapat dilaksanakan 

khusunya di dalam persidangan harus terdapat unsur dari luar di dalam 

kompesisi hakim penyelanggara sidang Kode Etik Kepolisian agar 

penjatuhan sanksi yang di berikan lebih bersifat objektif. Unsur yang 

dimaksud bisa saja dari kalangan akademisi, pengamat kepolisian atau 

unsur masyarakat sehingga penilai terhadap sanksi yang di berikan bersifat 

objektif. 

2. Diharapkan kendala yang terjadi di Polisi Resort Kota Pekanbaru dapat 

segera dibenahi. Kedepannya diharapkan pihak Kepolisan membuat sarana 

dan prasarana sehingga pelaksanaan terhadap penerapan sanksi kode etik 

bisa lebih efektif. Selanjutnya, harus ada pengawasan eksternal terhadap 

penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik 
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profesi kepolisian, pengawasan eksternal itu sebenarnya dapat dilakukan 

melalui kewenangan komisi Polisi Nasional (Kompolnas).  
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A. Dokumentasi  
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B. Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap maraknya pelanggaran kode etik 

yang dilakukan oknum kepolisian yang terjadi belakangan ini? 

2. Bagaimana pandangan bapak terhadap oknum anggota kepolisian yang 

melakukan pelanggaran kode etik? 

3. Apa saja faktor yang mempengaruhi maraknya terjadi Pelanggaran Kode 

Etik oleh oknum kepolisian? Baik dari perspektif individu, institusi, 

Hukum? 

4.  Menurut bapak sanksi yang diberikan terhadap oknum Kepolisian yang 

melakukan Pelanggaran Kode Etik dalam Peraruran Polisi Nomor 7 

Tahun 2022 sudah tepat atau belum? 

5. Menurut bapak apa kelebihan dan kekurangan dalam penerapan sanksi 

terhadap Kode Etik berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022? 

6. Menurut bapak apakah ada yang perlu di perbaiki dalam Penrapan Sanksi 

terhadap oknum Kepolisian yang melakukan pelanggaran Kode Etik baik 

dari sisi Regulasi, penerapan dan lain-lainnya? 

7. Menurut bapak apakah penyidik PolrI akan netral dalam menyidik 

anggota polri yang bermasalah? 

8.  Menurut bapak apakah peran Propam dalam Penerapan Pelanggaran 

Sanksi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia sudah berjalan sesuai 

Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022? 
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